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PENGETOLAAN INVESTAS! PEIUIERINTAFI (PIP} AIUTARA

CNCNSAN KREATIF DAil PROBLEMATIKA HI'KI'MNYA

I Sir.r." the r\cf No. / 7 Year 2003 on Stttte
I Finurrro, La'ttt rto. 7 \'ear 2004 on State
I Treuturt, and Law No. 15 Year ?-004 an

I Contrci o{ State Financ:e are isstted, the
I sot,"r'r-r-ent has the authotity to caff)/
l'6ut the investntent. As a follow up to
I the autltority grantecl by the law, the
I Govern^et-,i llt', estmen[ Center (GtC)
| *ut formed as a provider of int'esttnent
| 

^onug";nent 
of the central g;overnment'

I rn" ipirit of the founding GIC indeed
I showi a creative idea- The governmert is
I e^pu*"red to act as inrzesfors in order to
I gain econontic bene{its that can increase
| "inro^" countries. l,4oteove4 as investot,
I the GIC is in lact not subject to tax income
I derived GIC is non-tax revenue' GIC as

I public Serrice Agency runs its authority
I nu* the clelega'fi.>,r 

- frorn tlte Mitustrv
I of Finance a.s 

-State Treasurer- Liotvevet,
ihe provision of this Celegation does nat

^"6t a,li thc rcquiretnen/--: Additionally,
as a non- proTit oriented enti.t'v; it i's

not in acco'rclar,ce utith the spirif itseif
GIC profit-oriented. Investittg by GIC
certainlv has risks. and for the risks the
La,a, oackage covering GIC lavv does not
recoLnize"f]re exisf eice of the business
iucl{ment rule that can liberate GIC
'chi6i responsibility over the risk of loss
consiclering that ihe source of the GIC
funds com"es from ihe state buCget' The
divestment oi shares in PT Nell'inont
Nusa Tenggan reminds us that tct run
an invesiiient, the pianning of each
inv estment allocation 

^m 
us f be app rov ed

Seiak clipriirkannya UU N9 17lahun 2003
'fentang Keuar,gan Negara, IJIJ No' 1 Tilhun

20M fentmg iierbendaharaan \egara, serta

UU No 15 Xrhur-, 200i Terrtang Pemeril<sae'rr

Pengelolaan dan thnggung,llyup l(euangan

Neg:ara, pemerintah memiliki kewenangan

rn*l"ut s*l"ikan inrrestasi. Sebagai tindak larijut

clari kewenangan vang diberikan oleh undang-

unclang terse6ut,'dibenhrklah Pusat hrvesta'si

Pemerilrtah (PIP) sebagai operator penge$gn
:nr,'estasi pemenrrtali pusat. fumanga t pe.ndtian
PIP *em*lg menunjukkar, -icl9 kreatif'

Pernerintah diFerdayakah unh.rk bertindak

selaku inrrestor glt* men<iapat manfaat

ekonomi yang dapat menambah pernasukan

negara. lbrLe6rh, ielak,-r investcl, PIP bukan

iali subjek pajak sehingga pmghasiieur yang

cliperoieh PIF merupakan pa-,erimaall negal:a

btikan pajak. PIP setaku BL.U rncryalankan

kewenangar',rlya atas delegasi dari Ker'enterian
Keuangai seliku Bendahara Umurn ll-"AT?
Namui, pemberian delegasi, irii tidaklah

*"tnerr.,lti semua persyaratan delegasi' Selairt

iru, sebagai badari jlang non p'oft orimted,

terrryata [auUun sesuai dengan senrangat PIP

itu Jendiri yang berorientasi pada keuntungan'
krve;tasi yang aiialar*ar' fIP tenturrya memiliki
risiko, clair atis.isito ini pal'iet undan5undang
yar\A rneniadi Payung hr:kum Ptr tidak

itte"Igenal iaanlti ksinas judgunmt nile. yatrg

clapa"t rnembe.baskan tu.ggutig jawa! kepala

Pf atas risiko kerugran rnengingat sumber dana

PIP berasal dari AFBN. Kasus divestasi saham

PT Nel,rrrnont Nusa Tenggara merrunjukkan

pembelajaran pula bahr,r'f dalam menjalankan

Per€ncarraan jftiup alokasi

in'u'estasi harus clisetului oleh DPI{

Kata kunci: PIP, pengelolaan, investasi, BLU,

pernasukannegara
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ARTIKEL UTAMA
::2/,,i..:i;4:ll}ig*s$#?ii}"a::"tl4b\it&

PEN?AHULUAhI

Berdasarkan LTndatrg-Ui.rda ng Nomor
l7 Tahun 2003 tentatrg Ker-rangan Negara,
Urrciang-Undang Nomor I TahLrn 2004 tentang
Irerbendaharaan Negat'a, set'ta Undang-
Undang Ncrnor 15 'fahun 2AC4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan clirn'fanggung
Jalvab Keuangan Negara, pemerintah rnemiliki
ker,venangan untrik rnel:rksan:rkan investasi.
Fial ini tertuang di dalam Unclang-Undang
No 1 lahun 20021 Tenlang Pc'rbendaharaan
Negara Pasal 41 yang menyatakan bahlt'a
"pemerintah ciapai melakukan investasi
jangka ptrniailg untr-rk mempetroleh manfaat
ekonomi, sosial, da.n / aiau martfaart lainnya."

Selanjutnya Pasal 7 avat (2) huruf h
Unclang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa
IVlenteri Keuangan selaku Bendahara Umttm
Negara berwenang menempatkan uang
negara dan mengelc,la/menatausahakan
investasi. Dalam rangka menitrdaklanjuti
ketentrran undang-unciang tersebut,
dikeluarkanlah Peraturan Pernerintah No 8
Tahun 2A07 Tentang Investasi Pemerintah
)'arlg kemudian digariti ciengan PI'No l Tahun
2008 Tentar-lg Investasi Pemerrntalt yang
cliubah iengan Pcraturan Pemerintah No 49
lhhun 20i1 Tentang PerubairanAt.ls Peraturan
Pemerintah No 1 Tahun 2008 Tentang Inrrgsf2si
Pemerintah. Aclapurl vang dimaksud dengan
investasi pemerintah aclalah penempatan
sejumlah dana can/atau barang dalain
langka panjang untuk investasi pembelian
surat berharga dan investasi langsung untuk
menlperoleh manfaat ekoncmi, sosial, dan/
atau manfaat lainnya.

Berdasarkan- Keputtrsan Menteri Keuangan
No 1005/KMK.05/2006 tanggal 20 Desen-rber
2006 tentang Penetapan Badan Investasi
Pemerintah pada l)eparterneu Keuangan
(yang diubah terakhir kali dengan KMK No
91lKldK.As/2009 tanggal 27 Maret 2009)
dibentuklair Pusat Investasi Pemerintah
(PIP). Perahrian Menteri Keuangan No 52l
I'MK.01 /2A07'Ientang Organisasi dan l-ata
Kerja Pusat Investasi Pernerintah menyatakall
bahwa PIP mempunvai tugas melaksanakan
kewenangan operasional daLam pengelolaan
investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri

Ketrangan,' dan berdasarkan peraturau
pelunclang -undangan yang berlaku serta
I'lP meni'elengqararkal fulgsi penge|llaap
Rekenirrg Incluk Dana Investasi; penyllsunan
rerlcarla sirategi bisnis; perrvLlsunan Reucaua
Bisnis clan Anggaran tahunan; penilaiarr
kelayakan, rnanajemen risiko, divestasi,
pengernbc ngarl ins tlumen, pengendalian,
pernbiayaan, darr rnasalah huk'"rm dan
perjanjian inrrestasi Pcmerintah Ptrsat;
DellyLrsLlnan dan pelaksainaan anggaralt,
akuntansi, dan pelaporan; pemeriksaan
intern atas pelaksanaan tr-rgas Pusat Investasi
Pemerintah; serta pelaksana an ur u sai-l u murn.
I'IP juga berperan sebagai katalis bagi
perturnbuhan ekonomi tertttatna dalam
peicepatan pembangunalr infrastruktur dan
investasi pada sektor-sektor strategis.

Bertitik tolak pacia tujuan pemerintah yakni
mclvujudkan peran pemerintah dalarn rangka
memajukan kesejahteraan ulnum sebagairrrana
diamanatkan dalam Und,ang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahttn 7945,
dibukanya peluang bagi pemerintah untuk
turut selta melakukan kegiatan investasi
merupakarr sebuah gagasan kreatif rnengingat
pemerintah dapat turut serta be4oeran sebagai
iirvestor terutama cli negeri sendiri. Terlebih
lagi perrerir:tah meialui PiP menjadikarr
in.restasi pada pembangunan infrastrrtktur
sebagai salah satu fokus investasi dari PIP
(Intlonesin lnuestment Agency), sebagaimana
diketahui bahwa pembangunan infrastruktr"rr
merupakan roda penggerak perturnbuhan
ekonomi dan dipandang sebagai lokomotif
pembangunan nasi:ral dan daerah'
hrfrastruktur juga berpengaruh penting dalam
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
manusia, antara lain dalam peningkatan
nilai konstimsi, peningkatan produktivitas
tenaga kerja dan akses kepada lapangan
kerja, serta peningkatan kemakmuran cian
terwujudnya stabilisasi makro ekonorni, yaitu
keberlanjutan fiskal, berkembangnya Pasar/
dan pengaruhnya terhadap Pasar tenaga
kerja.l

PIP MERUPAKAN GAGASAN KREATIF

t http://wrvw.setjen.kemenkeu.go.idldetail.php?module:layana
n&act:investasi&div:dasar diakses pada tanggal 22 J an'-tai,

2014 pukul 13.00 WIB
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-BUKAN SUBJEK PAJAK

.)1r'[[ffik
negara. Dengan demikian dapat disimpulkan
ba-iilt'a Pil']bukanlah subjek pajak' Badan

vans diclanai cii'rri nPBN/APBD tidak
i".tiilitl kewajiban PI'h terhadap dili sendiri'
Dengan kata lain, badan tersebut tidak p:1:
mel.iporkan PPh 25 (SPT Masa) maupun PPh

29 (SPT Tahunan) karena bukan subjek pajak'2
Ketentuan mengenai hai ini pun ditegaskan
dalam Pasal 14i:yat(6) Peraturan Pemerintah
No 23 Tahun 20b5 yang menyatakan bahwa
pencl,apatan tsLl-,r (diiam iral irii PIP berbentuk
'Uf-U 

t rliiaporkan sebegai penerimaalr rregara

bukan pajak- kementerian/lembag.a atau
pendapatan bukan pajak pemerintah daerah'

Pemeri rrtah denga n kelvenangan
melaksanakan investasi memiliki arti
[ahwn pemerintah dapat bcrtindak selaku

investoi )'ang menjalankan kegiatan usaha

i nvestasi seba ga irnan a d iatur d a la rn Urrdang-

Undarng Nonror 25 f'ahun 7007 Tentarrg
Penanainern Modal. Adapun hasil inr'estasi
yang pqngclolaannva dijalankan oleh PIi)
iepeulihnv.r .tkttrt rneniadi peneritrtaatl
n&uto. Berkenaan dengan penghasilan
yuirg cliperoleh meialui ialur. investasi,
intrestor secara umum merupakan subjek
paiak di rnana salah satu ko;rsekuensin,va
'ual"n penghasilarl vallg diterima irrvestor
merupakan objek pajak penghasilan (PPh)'

Mesliipun Undang-Undang Nomor 25

Tahun^ 2007 Tentang Penanatnan Modal
telah menentukan adatrya alsas perlakuan
vang sama dan tidak inembeciakan (n.ln-
cliskirmirrasi) bagi setiap investor di lndonesia,
terhadap I'IP diterapkan perkecualian terkait
dengan pajak. Sebagaimana Pasal 2 ry!
(1) dnclang-Undang Nomor 36 Tahun 20C8

ientang i'e-rubahan Kecmpat A,tas Undang-
Undan"g Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Perrghisiian menyebutkan bahwa yang
n,"t-tiodi subjek pajhk adalah oi'allg piibacli
clan warisan yang beium terbagi sebag-ai satu
kesatuan menggintikan vang berhak; badan;
dan bentuk usaha tetap. Kemudian, Pa-sai

2 avat i3) huruf b Ull tersebut meriyatakan
petrge.ttolian badan selaku srrbjek'pajak,
vaki urtit iertentu dari badan pemeri-ntah
yur,g to"nlenuhi kriteria: (1 ) pembentukannya
berdlasarkan ketentuan perat uran perundang-
undangan; (2) pembiayaannya bersumber dari
Anssa-ran Pendapatan dan tselanja llegara
atair'Anggaran Pendapatan dan Belania
Daerah; -(5) penerimaannya dimasukkan
dalam anggat'an Pemerintah Pusat atau
Perrrerintafi Daerah; dan (4) pembukuannya
diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
negara.

APAXNH PIP MERUPAKAN SUBJEK
HUKUM?

Subjek hukum merupakan penyand.u.tg
hak dan kewajiban, sehingga telhldap subjek
hrrkumlah suatu hak dapat dilekatkan dan
suatu kewajiban dapat diberoankan seperti salah

sahmva adilaft nat.tnhrk meiakukanperbuatan
huktim dan kewajiban bertanggungjawab atas

perbuatan hukum yang telah dilakukannya
rnuup.,n ke"vaiiban beitanggungjawab atas

perbu;,tan-perbuatan meiaivan hukum' Subjek
huktrrn dapat berupa orang Pe{orangan
(nr anusia / ittt',irelii k pbr s oct r'1 a ta tt dapat pula
berupa badan huktim (reclit perscott)' Pada

ci asarnva, setiap orang-perora n3an rr.entpakan

subje k'htrkum. Di ;i;i latn, badan httku;r'
rnutlpakan suaf.r organ .ya\8 secara artificial
unggip sebagai orairg (rechl persoort)' Jelas,
ctaiarn-hal ini PiP bukanlah oremg Perorangan
(m anusia / na tu reli ik 7t 

e r so o t t) mela inkan suatu
badan. Pertanyaan iu.g muncul- kernudian,
apakah PIP mfrupakan-badan hukum nublif'
n,engingat pembentukannya berdasar
peraturan perundang-undangan ataukah
i'lP ***pakan baclan-hukum privat? Untuk
menjawa6 hal ini terdapat tiga kriteria yang
dapit dipergunakan, Yakni:3

a. Dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya
PIP dalam hal ini didirikan dengan kons-

truksi hukum publik yang diclirikan oieh

penguasa (negara) dengan peraturan
perundang-undangan.

Jika ctitinjau mengenai status PIP,
maka pembentukan PIF didasarkan atas
peratuian perundang-undangan, di mana PIP
bembiavaittvu berlumber -dari APBN dan
penerintaan pfp dimasukkan dalam anggqll
Femerintah Pusat, serta pembukuan PIP
cliperiksa oleh aparat pengawasan fungsional

ffiedul4929t77lBLrJ-
Umum-# diakses pada tanggal 22 ianuai

Badan_Layanan-
2014 pukul 15.30

WIB

3 Chidir Ali, Batlan liukum' Bandung: Alumni, 20ll:.62
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l#;: "U#,a.?'r')V:.:a:ra.i$t; it i! l,L*

b. Lingkungan keriauYa
Dalam melaksantrkan tugasnya, meski-
prin PIP berarda di lingkungan ketnentt'ri'rl1
kera".gan, PIP di fuj ukatl untuk rnenj alankar-r

operaslonal investasi. I'lal ini berarti bahlva

PiP harus berhr.rbr.urgan dengan pihak lein

secari'i keperdataan baik untuk melakukan
pernbeliah sttrat berha::ga mau-Pun utrtlrk
nrelakukan investasi larngsung. Kondisi ini
pula sejalan dengarn semangat PIP sebagai

wujud mewiraitsahakan pemertntah
(goue rnment e nte rpre.neursiLip).

c. I\4engenai wewenangnya
Ivleskiputr PIP rnemiliki kewenauqarr
rrrelaksirn.rkau p c'rtgeiola3rt int'esta s i
dengan menggLlnakan dana yang bersumber

dari APBN yartg merupakan keuangan
negara, dana tersebut dialokasikan untuk
kepentir.gan investasi secara keperdataan
bulan dalarr, kai-rasitas PIP sebagai otoritars

penguasa yang dengan dar,a tersebut kemudian
mejrrbuat keputrrsan, keietapan, atau
peraturan vang lnengikat umum. Perjanjian
investasi yang telah PiP sepakati ciengan

pihak iainhanya rrrengikat bagi para pihak
yuug mengadakan perjanjian tersebut.

IJerdasarkan kriteria di atas, dapa,'' disimpulkar-''
bahwa PIP bukanlah badan hukttnr publik.

Lantas, iika PIP L'ukan badan httkurn
pubiik, apakah PIP rnenrpa.kaa badan hukum
i'rrivzrt? Untuk meniawab 1^,a1 ini, terdapart 4

kriteria badan hukr-rrn a(privat), yakni :

a. merniliki harta kekayaan yang terpisah

Jika ditinjau dari sisi pendanaan, dana
investasi pemerintah yang diselenggarakSl
oletr PIP Jeoagaimana dijabarkan dalam PP

No 1 lhhun 2008 bersumber dari APBN,
keuntungan investasi terdahulu, dana-/
barang amanat pihak lain yang dikelola oleh
Badan Investasi Pernerintah, dan sumber-
sumber lainnya yang sah. F{al ini senada

dengarr ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) PMK
No 52 /PMK.01/2AA7 Tentang Organisasi
Dan Tata Keria Pusat Investasi Perrreritrtah

rnenyebutkan bahwa PIP merupakan instansi

pemerintah yang berperan sebagai oPerator

investasi pemerintah yang menerapkan poil
pt,ngeluaiau keuangan nLU. Pasal 68 ayat (2)

UU No I 'fahun 2-004 nrenyatakan kekavalilr'

I]L[: mempaktrn kekayaan negarzr,/daerarh

yai1,g tidak dipisahkan, kemudian p_ada

i'asi'.i 69 avat (2) & (3) UU No 1 Iahun 2004

dinv;rtakan bahlva RKAKL BLU merupakan
satu kesatuau cian bagian yallg tidak
terpisahkan dari RKAKL lvlenteri Keuangan'
Seiuruh dana PIP adalah daua penrerilrtah

cla ri .rrFBN. Keu rrttttqa^n PiP ad alah ke untr'rn gan

Perrerintah.

mempunyai tujuan tertentu
Tujuari PIP tercantum secara tegas di da-iam

r,'isi PIP, vakni menjadi lernbaga investasi
pemerintah kelas dunia yang mengeclepankan

kepentingan nasional. Visi PIP ini didukung
dengan misi PIP yai hr rnenstimulasi pertumbuhan

ekonomi nasional melalui investasi berbag'ri

sektor strategis yang memberikan imbal ha'sil

optimal clengan risiko yang terukur.5

memptlnyai kepentingan sendiri
Sebagai sahran kerja di kementerian keuangan,
jelas?iP rnemiliki kepentingan sendiri.

b.

c.

':11 4 Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukwn Per-

ili set"oan, Perkttmpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung
i., PTAlumni, 20i2:45.

d. adanya organisasi yang tet:atur.

Organisasi PIP secara jelas dijabarkan
.lalim Peratr-iran Metrieri Keuangan No 52/
PMK.01/2007 Tentang Organisasi Dan Taia

F.e,'i a Pusa t In'"'estasi Pemerintah.

Berdasarkan kriteria di atas, dapat
ctisimpulkan prrla bahrva Pit) bukanlah baciair

hukum privai menginqat ?IP tidak.memiliki
kekayain yang terpisih' lacl-r, -P{ bukanlah
orang-percrran gatt, bukan pula badan hukum
publi"k'maupui'privat; dehgan kata lain, PIP

tukanlah s.iblek hukum yang berdiri sendiri'

Status PIP ditegaskan pula oleir Kepulglg1
Menteri Keuanga-n Nomor 91IKMK-'01 / 2A09 '

PIP pacla Kem6ntrian Keuangan ditetapkan
sebagai instarnsi pemerintah Y$8 menerJPkan
pettg"elolaan keuangan Badan Layanan Umurn

igl'b secara penuh. Selanjutnyajika dilihat
clari f'asai 3 ayat (2) Peraiuran-Pemerintah
Republik I-ndonesia No 23 Thhun2005 Teutang

Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan
Umtim, BLU merupa[an bagian perangkat

ffiInvestasi Pemerintah (PIP) / In<ionesia- 
Itteitm;tt,{g.n.y fllA). Kementerian Keuangan Republik

lndonesia: 4

136
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nencapaiiln tuiuan kemellterian negara

i.mbogo /penrer:intah daerah dan karenanva

,totrs-nutrrn IJLU tidak terpisah ciari

Kementerian Negara Lembaga/penrerilltal-l
daeruh sebagai instansi inc-luk' Berdasarkan

I'P terseb.,t,'jelas bal-rwa statris hukurn BLU

bukanlah organisasi yarrg berdiri scndiri
terpisah darf kementerian negara sebagai

induk insfarrsinya, sehingga dalam hal ini
suclah semesiinya Pusat Ini'estasi Pemerintah

uor'ts bt:rbentirk BLU clipanclang bukan
lebalai institusi yang mctniliki stattrs huktrm
sendTri terpi:;ah'dari keinenteriarr keuangan

sebagai indr.rk investasinva.

Meskipun Pada bagian ,sebeiumnYa
berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan
Penrerintah Nonror 23 Tahun 2005 disebutkan
bahrra BLU yang memiliki status hukum tak
terpisahkan daii kementerian di atasnya,
oada bagian Penielasan lJmtrm PP tersebut
hisebutkin bahrva BLU berperan sebagai agen

dari menteri/pirnpinan lembaga induknya,
cli mana kedui belah pihak menandatangani
kr-rntrak kinerja (a contracttttl perforntilnce
nqre e me nf) di mana tnenteri/pinrpinau
lSmbaga induk bertanggung. ja.rn'ab atas
kebijak"an layanan yalg hendak. dihasilkan'
BLU bertanggungla',^/ab menyajikq lalr'anan

yang diminii. Ji)ia ditinjau.dari sisi hukum
i<onirak di mana kontrak hanya dapai
dilaktrkan oleh clua pihak, maka kontrak
kinelia antara BLU dan n^renteri/pimpinan
lembaga tersebut tidak sesuai mengingat
keduaiva berstattts hukum tak terpisahkan"
Sebaeaimana disebutkan dalam Pasal 1315

KUliPerdata bahwa pada umumnya tak
secranil pun dapat mbngikatkan diri atas

nama ii,.taiti atiu meminta ditetapkannya
suatu janji dali pada untuk dirinya sendiri'

,kIJlLr};'X-:/))' .'
berstatr-rs badan hukum karena pemei:iiLtalr

sencliri bukan merupakan badan hukr-tin
atar-i subiek httkutn, apalagi b:rdan lain yan.q

rnel tr pa f:ar, bagian daii instansi pemerintah 't'

Penrerii-ttah iacla dasarnya adalah alat
nesarJ trntuk menjalankan pemerintahan'
Jaii, perbttatatr httkunr yang dilakukan PIP

teniuni'a men€;arair ke perbuatan hukum
untuk dan atas nama negara.

|.legara sebagai pendukung hak dan
Ler,^iajlban huktim .idalah badarr hukurn
4un nlutatis mtiandi.s sebagai subjek hukurn'
Pcmeritttah bukan subjek hukum, ia hanya

sekeCar alat dari subiek irukum baclarr

hr.ikunr negara yarlg daiam .melaksanakan
pem-erintaliannj'a ii bertindak untuk dan
atas nama negara.T Negara dalam hal irti
merupakan baian hukum sui gerrcris karena

selain clapat melakukan tindakan hukum
publik yang bersifat mengikat unlum/ negara

hapat metitutcan tindalian hukum perdtrta
vang sepenuhnya tunduk pada norma-norma
i'."tiit*i perCata dan^ dllam kedud'-tkatr
hukum perdata negara kehilangan imunitas
nublikniua sehinggi dalam hal berperkara ia
'dapat digugat d-in menggugat di hadapan
pengadilan.s

Arifin P. Soeria Atmadiae menyatakan
bahwa kementeriarr atau leml''aga yang
meiakukan perbuatan hukurr. dengan Ptft+
ketisa ciapaidikatakan sah karena pemerintah
Ueriinaak untuk dan atas narna badan
hukum negara atau badan ltukum daerah'

Ilal ini r.c-rupakan masalah {eJegal yalq
sebenarnya telah tercantum daiam Pasal 3

ayat (1) l%raturan Pemerintah No 23 Tahun

2005 yang berbunYi :

" I)LI) b erop dr asi seb a gai un it ker i a ken rcnt er ia n

n e g ar a fl emh a ga /p eher int ah daer ah unt uk

tujuan pernberian layan-an ulfluin yang

pe'ngeloinannyn berdasarkan kewenangan
'yor'g aiAttegaiikan oleh instnnsi indukyang
bersangkutan."

Dalam hal ini. datangnya kewenangan PIP

dalam r"elakukan per6uitan hukum dalam

ffi a, Kernngan pubrik dalarn Perspehd

Huk'"un-7bori, Praktik, dnn Kritik, Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2013: 348

7 lhid:xiv
8 ,lbid: xiv-xv

9 lbid:349.

bApnrxnH PIP MELAKUKAN
PERBUATAN HUKUM?

Nle;rgingat bahwa subjek-hukumlah ya\g
dapat nielikukan perbuaian hukum, menarik
unitik dikaii apakah PIP dapat melakukan
perbuatan' hukum' Tentunya perbuatan
hukum di sini bukanlah perbuatan hukum
untuk diri PIF sendiri, mengingat PIP yang
berbentuk BLU merupakln non subfek
hukum. BLU yang merupakan- instansi di
lingkungan pem6tintah' tidak mungkin

runxet-nUruM BISNIS
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f RJlKr*UJAH,

rangka pengelcllaan in'r'estasi, pemerir.,tah
periama kaLi betrsumber dari ki:r'r'enangiln
penrerintah dalam pclaksanaall irrvestasi
lebagaimana dinyatakan di dalerm Persal 4.1

ayat (1) dair ayat (2) Undang Undang N_t-rn',or

l tfahtrn 
2004 Tentang Perbendaharaan Negara

balr'"va " pemerintah rlnytnt melnkulcnn tnztestitsi

jongkn 1)nnjnng untrrk metnperoleit tnattiaat
'cktu'io;tti, 

sosittl, dun / tttau ntmtittot luinnqn.
lnr:t:stnsi stbttgainutnn dirnuksttd pnda nyat ('1)

tlilaliukrtrL tlolcrln be ntuk snltam, surnt uf ang, dntt

ilrcestrtsi I an gsung." Kemudian Pasal 7 ayat (2)

l'rurr'f h Undang-Undang Nomor 1 Tahtrn 200-1

Tc.ntang Pcrbendaharaaln Negara meni'ata_i<an

lrahwa' 
-"ArI 

en t e r i K,' tt o n g nn s c I al;u B e tt d al t ;i r n

Llmrrm N egora berruenattg ntettenrpttkn rr

tmng negarn dan mengelola/nrctmtausnhakatr
inuistnsi'." Adapulr perrjelasan Pasal 7 ayat(2)
huruf h Undan! Undang Nornor 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaall Negara menyatakan
bahwa "Dctltttrt rangkn pengelolnan hns,
inuestnsi ynng dimakstul sdnlalt pentbelinn Surnt
lJtnng Negara." Tampak bahrva berdasarkan
keteittuin Undang-Uirdang tersebtri,
kewenangan investasi pada pemerintah
lphih lrrai cakuDarrnva iika clibandingkaningkaniebih luas cakuParrnya jika di

svarat scbal;ai ;i;lrikut:10

l. Dclcg...,i1.,.,, .,.. definitif darn pemberi delegasi
(cleleguns) ticiak dapat la'*i menggunakan
sendlri wetvertans vang telah dilinrpal'rkan
itu;

2. Delcgasi harus Lrerdasalkan keteutuan
peraturan perund.rn g-undangan, artinya
delegasi hanva dimungkinkan kalau ada

ketentuan untuk itu darl;lm. peraturan
perundang-ttndangan;

3. Delegasr tidak kepada bawahau, artinya
clalam hubltngan hierarki keoegarvaian iidak
diperkenankan adanYa delegasi;

4. Kervajibarn memberikarr keterallgan
(perrjelasan), ariinva delegons berwenang
untuk meminta perjelasan tentang pelaksanaan

\,vewenang tersebut.

5. Peraturan kebijakan (heleidsregel), artinya
delegans memberikan instruksi (petunjuk)
tentang penggunaan wer.venarrg tersebut'

Berdasarkan syarat-syarat delegasi di
atas, terdapat beberapa poin li mana syarat
delegasr terpenul'ri, seperti syarai nomor
2 yaf,ni kewenangan yang-diperoleh PIP
berdasarkan peratuian perundang-r md an gan,

s)/arat nomor 4 sebagaqrSr *lyutakan
clalam Pasal20 angka (1) PP No 1 Tahun 2008
" Kepnla/Direktur Eadnn Inaestnsi Pemerintalt
bert:nnggtrng jnzuab atns pengelolnnn dnnn dan

b nr nn g' I m t {!, er a d n d o.l a:rt ketue n angn rnty u kc ytacla

NIent"cii Ktuanqan", kem'-rdia.n syarat nomor 5
di marta terdapat Peraturan Menteri Keuangan
Nornor 52 /PI/K.01i2007 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja P'.rsat Investasi Pemerintah,
Peraturan Menteri Keuangan Nomc.'r 178/
PIvIK.Ol /2A09 Tentang Stanclar Pelayanan
Minimum Pusat Investasi Penr^riniah,
Peratur'an Menteri Keuangan irdon'ror 179,/

PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyediaa'n,
Pencairan; dan Pengelolaan Dana dalarn
Rekening Induk Dana Investasi, Peraturan
Menteri Kenangon Nomor 180/PMK.05/2008
tentang Tata Cara Penltq5slan Perencanaan
Investisi Pemerintah, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 1 31 /PMK .05 / 2C08 tentang

l0 Ridwan HR , Httkum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakuta"

PT RajaGrafindo Persada, 2013: 104-105 sebagairnana dikutiir

Oari e"hil\-,us M. Hadjon, Tentang Wewenalq, Makalah pada

Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukurn Universitas

Airlangga, SurabaYa. 1998: 9-10.

dengan kclvenangan irrvestasi pada ivlenteri
Keulngan selaku Bendahara- Umum Negara.
Selar,jutnva diberrtuklah PP No 1 Tahun
2008 Teniang Inr.'estasi Pemerjntah di marra

t\Ier,teri Keuanga n d il-,,cri ka n kerv enan ga n

member"'.tttk satttatr kerja Badan Investasi
Pernerintah bemama PIP sebagai operator
investasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat
ditarik suatu benang rnerah bahwa UU
Perbendaharaan Negara mernberilcan
ke.arenangan kepada Pemerintah untuk
melakukair kegiatan investasi. Kemudian
UU tersebut menyebutkan bahwa
kewenangan melakukan kegiatan investasi
pembelian SUN ciiberikan kepada i\'lenteri
keuangan. Seiain itu, berdasarkan peraturan
pemerintah, kevrenangal pemer:intah dalam
meiakukan investasi dalarn bentuk saham,
surat utang, dan investasi langsung diberikan
kepada l*{errteri Keuangan. O]"1. N{enteri
Keuangan, kewenangan melaksanakan
pengeldlaan investasi Cid elegasikan kepada
Pln j'ang berbentuk BLU.

Pelimpahan wewenang pemerintahan
melalui delegasi harus memenuhi syarat-

1
I
I

I
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Pelaksanaan Investasi Pemerintah, Pe ra turart

Menteri Keuangan Nomor 1 82lPMK'05/2t108

i"ntut"tg Peldporan atas Pelakst.tnan n

Keeiataii lnvestasi, dan Perarturan Nlerlten

k"i"t,gutl N'rmor i83/PllK .05 /20C8 tentarng

Itrsyaiatan dan Tata Cara Divestasi terhadaip

investasi I'enrerintah. N:rmun, syarat de le,gasi

,-rortr"r,1 dan nomor 3 tidak terpenuhi' Syarat

nornor 1 berarti bahwa Menteri Keuangan

atas pemberian clelegasi rrreniaCi tidak dapat

la*i inenggtinakan sendiri \^/ewenang ,vanti
teiah dilimpahkrrn. Sebagaimana diketairui
bahwa pemberian delegasi olel'r Nfenteri
Keuangin kepada PIP adalah berdasarican
oeraturan petnenntah semeniara kelvenangarr

i,or.s diperoleh Menteri Keuangan dalam
inetlt<sanakan investasi diberikan secara

atributif oleh Ur.dang-Undang' Dalam hal
ini semestinya peraturan yang lebih tinggi
menp;alahkan p^eraturan ,vang lebih rendah'

Keniudian syilat delegasr nomor- 3 y3tg
berarti Menteri Keuangan inemberikan
deleeasi tiCak kepada bawahan' Hal ini
iuga 

"merupakart keianggalan rnengingat PIP
'be"racla d i- bawah Kementerian Kerrangan'
Berdasarkan hal-hal tersebut Ci atas, dapat
disirr.pulkan bahwa BLU dapat rnelaksanakan
perbuatan hukum atas dasar delegasi' Namun
Ln-tuk BLU PIP, syarat pemberian delegasi
ti,-l,ak sepenuhnya terpen-uhi dan secara
teori semestinya Ptp tirtai< dapat melakukan
perbuatai^, htrium. Pernerintah periu segera

irremberikan baCan yang sL-c ara )'uridis sesuai

bagi PIP.

,)ff#.W.ffi
kepacla masyarakat berupa penyediaan
baiang ,Janf atau jasa vang d.ijual tanpa
,-r'r"r",grYto*akan men<'ari keuntttngan dan
clarlam raelakukan kegiatarlnya didasarkan
pada orinsip efisienil tlatr p'od''rktivitas'
befinisi BLU yang diber:ikan oleh Undang-
undang ini 'Jilerafkarr pula seb.aga-i definisi

vang salna mengenai BLIJ Pacla Peraturan
i'enilrintah No 25 Tahun 2005. Tampak pada

Cefinisi tersebut BLU dalam memberikan
liivan.tn tidak mengutatrtakart petrcarian
k Jurrtungan. l{al ini dite ga skan kenrbali pa da

Pasal 3 iyat (5) PP No 23 Tahun 2005 vang
rr,enyatakan bahwa BLU menyelenggarakan
kegi.itan tattpa mellgutarrrakan pencarian
teint,-rncan. ielasiah-6ahwa semangat awal

virnq ditjerikan olel-r Undang-Undang No 1

tunii" 2004 jo. Peraturan Pemerintah No 23

Tahun 20C5'bahwa BLU merupakan badan

V^"g nremberikan laYanan secara non profit

oriented.

Namun, di sisi lain, berdasarkan Pasal 1

anska 1 Peraturan Pemerintah No 1 Tahun

iods aisefutkan bahwa Investasi Pemerintah
adaiah penempatan sejumlah dana dat''/
oio" Uui'ong dilam jangka paniang untuk
investasi p"ernbeliai, surat berharga dan
Ii-rvestasi Lurlgsntlg untuk memoeroleh
rnanfaat ekonorni]tt?"r, J"" / atau'rr'anfaat
lainnva. Tuiuan dari investasi pemerintah
i;ta tit" ditegaskan kernbali P?d3 Pasal ?

ouui (1) Perituran Penrerintah Repubiik
hicic,ncsia No 1 Tahun 2008 Tentang Irvestasi
peinetlntah., di mana Irrvestasi Pemerintah
climaksudkan untuk memperoieh manfaat
ekoncmi, sosial, dan./atau manfaat lainnya'
Pum t,.rrutt Pemerintah tersebut menempatkan
irriuan perclehan manfaat ekonomi sebagai

,n'unfait peltamu atas adanya investasi
p"'nerir.ta^h. Fasal 6 Peraturan Pemerintah
fuo*o, 1 Tlalrr.rn 2008 tersebut pun menyatakan
bahwa investasi surat berharga dimaksudkarr
untuk mendapatkern manfaat ekonomi
sementara inveitasi langsung dimaksudkar'

""t"f. mendapatkan manfaat ekonomi'
iocial, dan / ata u manf a at lainny.a' Penielasan

Pa-"al 6 tersebut menyatakan bahwa yanr.
ai*urc"a manfaat e(onomi atas investasi

t"i"t berharga yakni keuntungan berupa
aurriaut, U i,rrrr{a, iapital gain, danpertumbuhan

^tui 
pu*tahXan yang ilendapx-k?" Investasi

i'"*5rLt"rt seiuirtaX tertentu dalam jangka

TEPATKAH PIP BERBENTUK BLU?

Diiihat dari senrangat kedua sisi p-eraturan
perundang-undangan, yakni antara Undang-
Undang No 1 Tahun 2rJ04 jo'^Peraturan
Pemerintah No 23 Tah.un 2005 dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2008, tampak adanya ketidaksesuaian
antara seniangat BLU seba gai-badan non

profit oriented dengan PiP seiaku operator
investasi y^ng merrgedepankan. tujtia.n
perolehan' ke'fntungan ekonorni (proJ'i t

briented\'. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 IJU
No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negera, Bad.an LaYanan Umum adaiah
insiansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untu-k memberikan pelayanan
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waktr,r tertentu. Sementara itr.r, vang dimakstrcl
dengan "tnanfaat ekclnomi, stlsiirl, clar-r/atali
manfaat lainrr.,ra" atas investasi lanp',,sung
adaiah:

1. keuntunqan ber:r,rpa deviden, btitrga,
dan pertut"nbuhan nilai perustrhaan yang
mendapatk;rn hrvestasi Pemerintah sejunrIah
tertentu dalzrm jangka r,r,aktu tertentu;

2. peningkatan berupa jas;r cian kcutrtungan
bagi hasii invesra.;i sejumlah tertentu daiam
jangka waktu terterrtlt;

3. peningkatan pernasukan pajak bagi ntgara
sejurnlah tertentu dalam jangka lvaktr;.
tertentu selragai akibat langsung clari
investasi bersangkutan; Can/a tau

4. peningkatan penyerapan tenaga kerja
sejumlah tertentu dalam jangka waktn
tertentu sebagai akibat langsung dari
i nvestasi bersa ngku tan.

Jika diiihat dari syarat substantif BLU,
tampak bahvva kegiatan investasi pemerintah
b ukanlah 1611n35r rk ke Cal am kegiatan laya nan
umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005.
Adapun instansi pemerintah yang diijinkan
mengelola kcuangan ciengan PPK-BLU adalah
instansi pernelinfah y'ang menyelenggarakan
layanan uinum yang berhubungart dengan
penyediaan barang dan atalt iasa la1'3nnn
umu m, pengel ol a an u'ilar1'ah karvasa n terten ttt
untuk tujuar-r nreningkatkan perekonomian
masyarakat atau layanan umurrt, dan/atau
pengelolaan dana khusus dalain rarrgka
meningkatkan ekonomi dan/atau layanan
kepadar masyarakat. Penjelasan Pasal 4 ini
menyatakan bahrva bidang layanau ulnlrm
yang cliselenggarakan oleh instansi derlgan
PPK-BLU meliputi kegratarr perrrerintah yang
bersifat operasional Calarn menyelenggaral:an
pelayanan umum ,r'allg rnenghasilkan semi
barangijasa pubiik (qttnsi public goods).
Coirtoh instansi yang menyelenggarakan
penyediaan baran g dan/ jasa layanan
Lrmum adalah irelayanan biclairg kesehatan
seperti rgmah sakit pusat atau daerah,
penyelenggaraan pendidikan, serta peiayanan
jasa penelitian dan pengujian. Contoh instansi
yang melaksanakan kegiatan pengelolaan
wilayah atau kawasan secara otonom adalah
otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu (Kapet). Contoh instansi yang

rnelaksanakan pengelolaan dana adalah
pengelola darra bergulir untr.rk r-tsaha kecil cian
nlerlengah, pengelola pet'lerusan pllriilnian'
dan penqelola tabungr.It perunldh.lrt'

iika dilihat dari pengeioiaarr kas PIP
yang menerapkan PPK-BLLJ, perreralpan lnl
irrenglrarnbat pembentukan Trensury Single
l\c cou tt t.1 1 Sesr-rai ciengan Peratr-rran Pemerhtah
l"lo 23 Tahun 2005 tentang Pengelolatrn
Keuangan BLU, BLU menyelenggarakan
keeiatan-kegiartan pengelolaan kas di niana
penerirnaan anggaran yang bersirmber
d;rri APBNi APBD diberlakukan sebagai
pc.ndapatan BLU dan pendapatan iainnl'3
yang bersitmb'er clai'i seiain APB}I/,I\PIID
(penctapatau operasional, hibah, lnar-lPr-ln
hasil kerja sama dengan pihak iain) rlilaporkan
s.ebagai PNBP kementerian/lembaga atau
PNBP daerah.l2 Penciapatan-pendapatan
ini (kecuali hibah terikat) dapat "dikelola
langsung" untuk membiayai belanja BLU
sesuai RBA. Aturan ini menjadi tidak sesuai
derrgan pasal 1.2 ayat (2) dan Pasal i3
ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara yang merryatakan
bahrnra semua penerimaah drlrl pengeluaran
Negara / Da erair dilakr.rkan melal u i lleker'ing
Kas Umum Negara/Daerah'13 Walaupun
hai ini dapat diperdebatkan karena
dalam rnenyelenggarakan kegiatannya
BLU jr,rga men."buat perencanaan kerja
dan penganggaran yang tertuang ctaia_ry

Rencana Bisnis dan Anggaran (IiBA) BLU,
pada kenyataannya antara Perellcal"iaan
anggaran dengan realisasinya sangat besar
kem-ungkinan timbul selisih atau varians,la
'y'arians tirnbui ka rena BLU dapat menghimpirn
dana selain ctari APBN/APBD dan dapat
" dikelola langsur''-g " untuk mernbiqvai belanj a

BLU.15 Memang benar belairja BLU yang
dimaksud harus sesuai ciengan i{BA BLU,
tetapi liondisi semacam ini dikhawatirkan
akan menimbulkan permasalahan terutama
apabila varian ini dlgunakan baik- oleh BLU
*uttpnn kementerian Nega ra / len'baga /
SKPD /pemerintah daerah gyna menghimpun
dana non buAgeter (dana taktis) yang secara

li.
t:::i.

.,lli

+:
iii!
i!'{6
i41{
,.:y.|7

'"t!3.
itfir$
l::i;{ll
:a::+

$

11 lrttp:/rvrvw.academia.edu . op.cit.

l2 rbid.

t3 lbid.

14 tbid.

15 lbid.
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Ilerangkat dari sumbcr clana BLU yang
berasal dali kekayaan Negara y?1ng ticlak
dipisahkan, di Indonesiar setidaklrya pernah
teiciapat lembaga yang dibentuk dengan
sumber dana yang sama, yakni Perusahaan

Jawatan (Perjan), yang berdasar Undang-
Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara
perusahaan ini su<lah ticlak eksis lagi.

Tabel.l
Perbandingan BLU dan Perjan

tegas oleh Suryohadi Djulianto, penasihat
KPK, clikategorikan sebagai perbuatan
melalt'an huk,:in.16

Berdasarkan hai-hal tersebut di atirs, dapat
rlisirnpulkan bahn,a PIP sebagai operator
investasi pemerintah pusat tidakiah tepat iika
terhadapnya d iterapkan berrtuk BLU.

M,:^X,!.
Xf-Wf NAf,l

DAR! K4sus DlvF_srsq! !!Nr

Kasus divestasi NNT berawal dari
ciitandatarnganinya Perjanjian Juai Beli 7%

saham dir.estasi PT Newmont Nusa Tenggara
(PT Ni'iT) Thhun 20J 0 oleh lVlenteri Keuangan
melalui I]IP. Penan,latanganan ini juga
merupakan pelaksanaan kontrak karya yang
ditarndatanglni Pemerintah dan NNT !u"g_g_{
2 Deserrrber 1986. Pemerintah melalui PIP
be rmaksud meiakukan pembelian 7'n saham
PT Newnrrtnt Nusa Tenggara dalam bentuk
investasi jangka panjang non-Permanen
ciengan menggunakan an ggaran Negara,t/ang
bersumber ciari marta anggaran PII'. Namun,
berdasarkan rapat kerja antara Menteri
Keuangan dengan Komisi XIDPRpada tahun
20I7,D?R rnelalui surat Nomor PW '07 / 9333 /
DPR RI/X /2An tanggal28 Oktober 2011 dan
Nomor AG/91'31/DPR RI/X /2017 tanggal
28 Oktober 2017 kepada Menteri Keuangan
dan Menteri ESDM berpendapat bahrva
It4cnteri Keuangan hartya dapat melakukan
pembelian saham divestasi PT NNT setelah
mendapatkan persetujuan DPR terlebih dulu'
Atas d^asar inllah oemerintah mengajukan
permohonan kepada Mahkamah Konstitusi
itas sengketa kewenangsn lembagq Negara
di mani menurut pemerintair keharusatr
adanya persetujtran DFR akan mengakibatkan
teroiiusinya fungsi pcngawasan DPR ciar'
rriellciderai prinsio pemisahan kekuasaan
C,alam 1ILD t9+S. Seiairi itu menurutpeme-nntah,
surat DPR dan LHP BPK tneruoakan bukti
keuvenangan konstitusionai presiden telah
diambil, dlkurar,gi, dihaiangi, diabaikan, dan /
atau dirugika4r oleh DPIR dan BPK.

Untuk mengkaji perlu tidaknva persetujuan
DP& sejafinyidafdt aitinlau secara sederhana
dari qumber dana investasi. Dalam hal ini
setiap peruntukan atlggaran yang bersumber
tlari APBN terlebih d-ahuiu perlu mendapat
persetuiuan DPR. Berkaitan dengan hai
iersebtit, Pasal 69 ayat (2) UU 1 Tahun 2004

nrenvatakan bahwa "Rencana keria darr

onggiran sertn lapornn keuangan dan kineria
niiirt Lavanan imum Cisusun dan disajikarr

sebagai bagian ynng tidak te.rpisnhknn dari rencana

kerii dan"angiarin sertn laporan keuangan dan

kiieriaKem{n:terinnNc4ora/Lenfu aga/pemerintah

dnerih". Kemudian dalam Pasal 69 ayat (3)

APAKAH BLU MERUPAKAN "REINKARNASI"
PERUSAHAAN JAWATAN

16 lbid
l7 Atmadja. op.cit.:346

18 (bid:349

19 lbid:347

No Perihal BLU Perian

I Strmber dana Kekayaan Negara

yang tidak dipisiilrkan

Kekayaan Neg.lra yang

tidak dipisahkan

2 Pember,tukan Berdasar UU
Perbendaharaan
Negara

Berdasar ULl
Pcrbendahara.rn
fiinclia Belanda (S 1927

Nlr.-l i9)r7

P""A"l.l";
kcuan;an

Pola Pengelolaan

Kerrangau Bl.U {PPK-

BLU) hclak incnerapkan

is;rs "ur''iversalitas"

sehingga penerirnaan

BLU dapat digunakan

langsulrg untuk
pengeluaran Lrela.nia

operasional BLUr$

tiil ak menerapkan

asas "universalitas"

sehinqga penerimaan

Pc'rjan darp:ri
digunakan langsurrg

unruk pengelttar'an

bclanj.-r operasional

PerjanlY

4 Tujuan iv{emberikan
peiayanan kepada

masl.ariikat secara llort

profit oriented

IvIernbciikan
pelayanan kepada

masyarakat secara nut!

pro.iit oriented

5 Status hukurn Non sublek hukum

karena BLU tidak terpisah

dari instarsi induk

Jelas merupakan subjek

hukunl karena didirikan

seiragai badan htrkunt

6 Pegawai PNS dan non l'f.lS PNS
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ARTIKEL UTAMA
: I t#trt<aaj)).a : tt)!tj:,: ;.. l) t": :=i, I

dinyatakan bahr,t'a " Pendnpntan dnrL bi'i1"i', -

Ilntlitn Lttyanttrt L.[tmtm ,lLtlsm rencatitl :erj,'i 
'itttt

n,, g g n, n, i t ttl t tt n n n s eb ag n im ntt n. d,im n1's t i ti 7t 
n tt n

,t,iT (l; tlan nryttr (2) dikonsoliditstkntr r'l0hltrt

,'"r,, r' n,,,, k t r j a l,i t t n t t'; g l r n t t,Kt' t t'l t' t t 

"t 
t' 1 i ; t t t Nt'3 r l i i t7'

Len fu ng a,ipb t n er i n t nit 11 nt' t nh 
.y 

n ng ba; s' r ngk I t t nn"

Der'rgin cr, ern ikia n dapa t d ia mb i i kr:si trip ul'r i'r

bahiva lletrcarLa Kerja dan Anggaran serta
[,aporan Keuansan BLU nrerttpal<an satlt
kesatr-rarr cian bagian vallg tidak telrpisalrkan

dari llencana Keria dan Angga::ittl serttt
Lapolau l(euaugan Kementerian Keuangan'
Ntengirrgat sLrrjrber dana BLU PIP sai'rh
saturi:ya berasal clari APBN, Iv{enteri Keuangat"''

sela'ku penggulra anggaran nlenyuslln
rencana kerja dan anggaran sebagalmana
diatrrr dalam ]'asal 74 ayat (1) UU Nonror 17

Tahun 2C03 yang menyebutkanbahwa "Dalatn

rangka penyustri,ln ratrcongan APBN, menteri/

pinipinnn iembago selnkrL pengguna nng;4nrnn/

penggwla barang menvus-Lm retl.cnnn KerJa ann
'nni5inrt,,, kemeitertan Negaraflemlttge' tahtin
beiikutnyn " Selanjutnl'a rancangan APBN
iersebut ciiajtrkan kepada l)FP. scbagoiTill
disebutkan'dalarm 

'Pasal 
15 a1r31 (5) uu

7i'/2003 bahwa "APBN ynng Cisetuiui olelt

DPR, terinci snntpni dengatt utrif orgnttisnsi,.

fr ntgsi, p ro gr at1 t, ke gi n t ni, rl n! - lillt b el o'ni n'"
buiu* kasils ini arrggaran Bl-U PII'''rang telah
cliajukan dalarn APBIJ tidak.lengkap ata''r
beiim rinci karena tidak melil>uti alokasi,
j r rrnlah, clatr p':ritntu kannYa.

Berclasarkan pertimbangan tersebut, MK
menntuskar-r bah',va dana per'betlian 7"/o

saharrr PT Newrnont Nusa Tengga'ra harus
telah termuat sebagai rencira PiP yang- telah

clibicarakan d an d ise tui ui cialam pernbahasan
RAPBN. Apabila anggaran untuk pernbelian
tersebut beirrm atau tidak termuat daiam UU
APiIN (dalam hal ini anggaran FIP), makl
ansgaran tersebut dimasukkan d;rlarn IIUU
eflgN tahun berikr-rtnya atau'Pernerintah
melalui Menteri Keuangan (untuk dan
atas nama PiP) terlebih dahulu meminta
persetujuan DPR untuk penggulrilan dana
PIP.

Menrtrtit lvfahkanrah Konstitusi, dana
investasi pemerintah (reguler) meialui PIP
pada APBN TA 2011' sebanyak Rp.1 triliun
'tiaui. d.apat serta merta {igunakan oleh
pemerinfah untuk pembelian saharn PT'
Newmont Nusa Tenggara karena Penggunaan

tersebut belum dibahas clan disetujui
bersama DPR. Pembahasan dan persetujuan
bersarra tersebut, tidak berarti bahrva
terciapat perseiujuan Lrertingkat atas A PBN'

Pem.bahaian dan persetuiuan bersan'ra DPR

cliper lukan guna men^rastikan Lrerhrt'a daira

teisebut diguial:arr secara tepat dengan resiko

bersama aitara pemerirrtah dan DPR'

Penggurraan daua tcrsebut dapa tdilakukan
tairpa llrsetujuan DPI{, apabila digtrnakan
Calanr rarrgka pcrceuatan pembangunan
infrasiruktir sestrai dengan rnaksttd arval
pernberttttkan PIP sebagai BLU, seperti
brosru,t-' Fasiiitas Likuiditas Pembiayaan
it".\,mahan (FI.PP). Selama ticlak ada
perencanaan Penggunaan vang telah
iermuat dalam APBr"* atau bukan investasi
clalam rangka memPercepat pernbangunan
infrastrukiita p"t',gfunaan dana PIP harus
terlebih duh-r niempiroleh perse trrj tian DPR'

Demikian halnya dengan penggunaan
clana akuinulasi hasil pendapatan PIP, Merrteri
Keuangan seL,,agai B^endahhra Negara tidak
serta m"erta dap a t meiakukan i nves tasi ciengan

menggunakair akumulasi pendapatan PiP
selaiX"un tuk lnfrastruktur alau selain untr"rk
prozram vang telah disepakati dengan DPI(
iuii"'t p"ilb"f,otan APBN. Penggunaan darra

tcrsebut selain untuk infra-struktur atau selain

vans ditentrrkan dalarn APBN hanva dapat
dilaiukan dengan terlebih dahulu dibahas

dan d,isetujui DPR.

Menttrut Ir4I(, penggllnaan dana PIP
tanpa persetuiuan Dpn m.bngandurrg potensi
risii<o kerugian yang besar yang.berdampak
pada pet"[ot',omian uasiona] Can p.otensi
tenvaiahsunaan apabila akttmulasi dan;r
'fIP yu"g iemakin besar jumJahnya Cikelola

oleh Freisiden r.q. Menteri Keuangan lulPu
melibatkan DPI{, walaupun pada sisi lain
DPR beru'enartg melakukan Pellga!\'asan'
Lain haln)'a jika?tP merupakan perusahaan
Negara yan| kekayaanny-a dipisahkan- dari
keliayaan negara. Dala-m perkara a qryol

Mahliamah Koistitusi tidak rnencmr"r kan bukti

vang meyakinkanbahlva darta- pembeiian Tort'

iahim Pt. Newmont Nusa Tenggara tersebut

telah dibicarakan dan disetului oleh DPR

dalam UU Af'BN karena ternyata di dalam

UU APBN sendiri tidak menyebutkan secara

spesifik untuk investasi tersebut'

t42
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[pa6,qs l]lvESTAsl YANG DIKELoLA
PIP MEMILIKI RESIKO?

Lingkuiigan Departemen Keuangan, r:isiko

Secara Llmtln r, setiap belihrk tisaha ierm;'rsuk

in,iestasi, memiliki risiko kerugian. Tinggi maupttn

rendalurva tingkat risiko tergantung pada jenrs

investasi yang dilakukan. Sem-akin tinggi potensi

tingkat lieng-embalian,vang. diharapkan mak;r

sefrakin tin[gi pula potensi risiko yang har'-rs

cii'ianggung (Ltigh risk ltigh returtt).

Risiko rLerup akan kem r-urgkinan menderi ta

kertrgian (tt t'ittrttc'e of Ioss) Sebagaimaira
cliiabirkar-r dalarn Pasal I angka (2)Peraturan
M'enteri Keuangan lrJomor 191IPMK '09 /2008
Tentang Peneiapan Marrajemen Risiko Di

k:.tx:ay;,:,v,I

pemerintahan merupakan hal penting karena

i-,erkenaar-r dengan pertanggungja waban
ltukr,rm dalam perlgg'.lnaaln v'/ewerlang
tcrscbttt, sciring dengan salah satu prinsip
da1arn rregara hukum,t'g eut beuoegtlhcid zonder

aermrtu,ttirdeliikheid atau there is no nutltority
zu ithor rt responsiltilit y" (tidakada kewenangan
tanp a pertanggungjain' aban).

Pcmerintah memiliki ke-wcnangan
n'relakukan investasi berdasar Pasal 41 UU
Pei:bendaharaan Negara. Pasal T ayat (2) huruf
h UU Perbendaltaraan Negara menyatakan
bahwa l\4enteri Keuangan selaku BUN
berv,zenang rnenemPatkan uang .:"81Tj11"
rnengelolaJmenatausahakan investasi' PP lrlo
1 Tafrun 2008 Tentang Investasi Pemerintah
rnenjelaskan bahwa y_u.g- dimaksuci dengan
investasi pemerintah adalah penempatan
sejumlah'dana dan/atau bar.ang dalam
jangka panjang untuk investasi pembelian
.t,rtX t Uernaiga 

"aa n investasi langsung untuk
memperoletimanfaat ekonomi, sosial, dan/
atau manfaat lairurya. Kemudian, berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/
fVtf.OSl2006 tentang Penetapan Badan
Investasi Pemerintah pada Departemen
Keuangan dibeniuklah Pusat Investasi
Pemeriitah (PiP). N4engingat bentuk PIP
ard,aiah BLU, Fasal 3 ayai (L) Ireraturan
Pernerintah No 23 Tahuir 2C05 rnenvatakar'
bahwa BLU beroperasi sebagai unit kerja
kemen terian negir ii/ lcmba ga/pemerintah
daerah trrrtuk tuiuan pemberian layanan
umum yang per,gclolCannya be.rciasarkan

kewenangariying*aldelegasiken.olehi:rstansi
incluk yaig b-ersingkrrtan. Jadi, kewenangan
PIP beiasaldari delegasi N4enteri Keuangan'

Sebagai akibat atas cieiegasi kewenangan/
tu.nsrri.' iawab yuridis tidak lagi berada
oo.i'o" pefrberi cielegasi (deiegans), tctapi
ireralifi pad a pene ii mi clele ga si (d e.l e ga I or i s).n

]ika seniu a dy ar at d elegasi ter sebu t ]erpelyhi,
maka akan iebih mudah menentukan pihak
yang bertanggungjarvab, mengingaj atal
i.t anya pendil6gasiin kewenallgan, Menteri
Keuingan tidik lagi bertanggungjawab
atas pJngelolaan iivestasi pemerintah'
Adapirn p"ihak vang harus bertanggun$awab
atas' peirgeloiuui it rr"stasi pemerintah
adalair keiala PIP, selaku penerima delegasi

kewenarigan dari Menteri Keuangan

2l lbid'. r05

Lingkungan uePartemen t\eucil.lhicrlr/ r r>rnL'

,nerlpakin segaia sesuattt yang berdampak
t"'oonfif terhadap pencapaian tuiuan yangnegatif terhadaP tujuan yangnegatif terhadap Pencapalan tuJuan y'rrrg
diilkur berdasarkan kemungkinan darr

20 RidwanHR op.cit.: 105

darnpaknya.
Mengingat ruarng lingkup investasi yanq

dapat aiiatiut<an oteh PiP terdiri atas investasi
surat berharga dan investasi langsung,
risiko yang mu:rgkin ditirr'.bulkan juga
tentu berkiitan dEngan bentuk investasi
tersebut. Risiko inrrestasi pada srrrat berharga
setidaknya terd.apat2 (dua) hal, pertama risiko
berkurangnya irilai surat berharga akibat
fluktuasi pasi.; misalnya yarlg mengakibatkan
investasiiidak mentberikan keuntungan dan
risiko kedua adalah wnn2resto.si dari penerbit
surat berharga tersebut- Semerltara itu,
risiko atas investasi Jangsung ciapat berurpa

urnnfrestasi dari debitor pencrima pirg3Lan
rlrlclupun risiko tidak ciiperolehnya diaidett
atau keuntungan atas penyeltaan ntodal atau
bahkan hilan[nya penyeituun modal akibat
tidak acianya iish trasit likrridasi perusahaan'

UNG JAWAB
ATAS RESIKO INVESTASI PIP?

Lantas, bagaimanakah pertanggun g qr'r' apan
hukumnya Jltca investasi yang dijalankan
oleh PlP-teikena efek dari risiko investasi
tersebut? Pertama, untuk menentukan siapa
pihak y4ng bertanggung jarvab atas investasi

i'u.g diiaisanat ari6tetiPtP, perlu ditelusuri
merigenai datangnya kewenangan patla PIP'

Ridlian2o menyatakan bahwa mengetahui
sumber dan cara memperoleh wewenang organ
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,{ruI5!.',,,t1,,Y11"

sebagaimana dinyatakln d1l3ll Pasal 2-{J

utrgiiu (1) PP No 1 Tahun 2A0B "Kepnln/
D i i: t:lrt u r I] tt ti tn lnu e s t n s i P e t ne rh i sh b n' t n t ry,E: u r r t
j;troob ntns pr.ngelolutn dana tt.sti bnratl:l yt7t1g.
'hernda 

dolttitt kerrtennngnltttva lteltndo Me nteri
Ke ttnngtn."

Mengingai setiap kegiatan usarhit memiliki
lisiko, rc"g da,lam hal ir-ri tisalta pelrgelolaan
inrzestasi l,rarlg clijalankan oleh PIP merniliki
risiko penurinan nilai surat berharga dan
atau't t' i t t Lt r t: s t a s i, un t.uk m elincl un gi p irnp in au
atarrpun direksi sttattt perusahaa.n dalatn
merr[ambi I kcpuhrsan bisrris, pcrlu diterapkar'
pcrlincltingarr tcrhadap pimpiiran nraupun
dilcksi pcrus;,haan baik inelalui mekanisrne

t

pre verr fi f, -va i tu deugan rn enj a I a nk an- gtti d t n ce

har-tagenic'nt risiko mauPtln mekanisme
represif yaitu btrsiness iudgemcnt rule. Upaya
pe.,ar',ggulangan risiko yang bersifat
preventif, yskni perreraPan tnanalemell
iirlko, diatiir di diiam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 191IPMK/J9 /2008 Tentang
Penerapan N{anajemen Risiko Di Lingkungal
Departerr.er'. Keuangan dimana setiap unit
Eselon I di Departemen Keuangan hartts
menerai'rkan dan mengembangkan iVanajemen
Risiko di iir-rgkungan masing-rnasing.

Di sisi lain, upaya penangguiangan risiko
yang bersifat represif yakni ci-engan penerapan
br t sil t es s j t r,i g e nti n t r ul e . Blacklar,v tlicti o nar y22

metryatakatr :

"btrsi;tess ittdgemcnt r:ile (corporntiorts) is tlrc

prcsunryttion tlint in ma-king business decisittrts
'not inuoluhg ,lirect self interest or seli d.ealing,

corporste dlrcctors nct on nn inforn'ted bnsis,

ut goo,i 
"fo.ith, 

nnd in the honest- belief thnt their
actLons sre in tlrc c:orporation's best interesl. The

nile shields directus rtnd officers from liability .for
t;nprofittable or harnfrill corpo' t'i ( transactions
if ihe'transnctiorts usere rnnde in good fnith, ruitlr
due cnre, nnd withing.tiie directors or oificers
nuthority."

Berdasarkan doktrin Business I u dgenrcnt Ik il e,

pimpinan ataupun Direksi suatu pertisahaan
iiaai< dapat dimintakan per tanggyngjawaban
atas kondisi merugi dalanr. pengelolaan usaha
manakala tindakan pimpinan atau direksi
tersebut bukan atas kepentingan direksi
pribadi, tinciakan tersebut berbasis pada itikad

baik cian tindakan tersebut atas keyakinan
penr-rh derni kepentingan Perusahaan'

B ercl ir sirrl< ;rn Cokirin b u sin es s i u d g e n t :' n t r u! a

diperhrkan iolok ukur yang be'rsifat "Pj*ltjr,rntuk n-lenentukan kesalihan Kepaia PIP

rlalarn pengelolaan ini,es tasi pemerintah yang
menitnbuliian kerugiair negara, yakni23:

1. Bahrva proses pengambilan keputusan
Kepala PIP untuk melaksanakan investasi
pemerintah iidak boleh nrenyimpang
iebagainianer diatur dalarn Pi\4K l{o 178i
Ptv1K.01 /200E

2. Bahr.r'.r Kepaia I'IP daia-rn pengarnbilan
keplt tu sat', inves tasi scrta m'enj alankan h-r-ga s

sehari-hari harus rnemperhatikarl kewajiban
dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagairnaira diatur dalam PP No 30 Tahun

19E0 tentang Peraturan Disiplin Pega'wai

3. Bahrva Kepala PIP dalam pengambilan
keputusan investasi serta menjalankan tugas

sehari-hari harus memperhatikan asas-asas

umum per.erintahan yang baik sebagaimana

d.iatui' dalam UU ltlo 28 Th 1999 Tentar"g

Penyelenggaraan Negara YanB Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan l'lepotisme
(KKN).

Berdasarkan Pasal 7 P er atur an Pemerintah
Nomor 1 Tairun 2008, salah satu st.inrbei dana

investasi pemerintah adalah APBN' APBN
rrrerupakan bagian dari keuat't 

-qa-t 
negara

sebag?,imana diatur dalam Parsai 1 ayat-(i)
UU ke'uangan Negara. Mengingat sumber
investasi pemerintah berasal dari AI'BN,
maka kerugian atas terjadinya. risiko investasi

yangCijalaikan oleh PIP merupakan kerugian

^"s"utu. 
rr(erugian ueg,ara sebagaimana

CidefinlsitcanPiial l angka 22UU Nc I Tahtrn

2004 aci alah kekr irangan i t ang, surat berharga,

dan baran g,yangnyata <ian pasti jumlahnya
sebagai aliibat perbuatan melawan hukum
baik sengaja mauPun lalai.

Atas adanya kerugian negara ini, baik UU
tentang Perbendaharaan N9S-ara mauPun
UU K6uangan Negara tidr-k- mengenal
adanya bttsiiess i u agan efi rule . Tial-ini secara

teeai dinvatakin dalam Pasal 35 ayat (1)

U'i Keuat gutt Negara menyatakan bahwa

ffi i. Tesis Tinjauan Ytrridis Thngl;ung Jawab

Pengolola Investasi PemerintahAtas Tirnbulnya Kerugian Negara'

frolam Pasca Sarjana Magister llrnu Hukurn Fakultas Hukum

Uniiersitas CaAlahMada. Yoryakarta' 2009: I | 8
22 Blackb Lav' Dictioncry, Sev'enth Etlition, Bryan A. Ganrer StPatI,

Minn: West GrouP,2000: 157-158
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" setiap pejabat negara dan pegazuai ne,.leri bulcntr

b en dah nr a y ang n rcl ntt g gnr ht ktul I at ilu t n eh I o iktu r

keionjihantlyn baik iangxtng ,ittttt riciciir lrrrigsu nr
Vang nlei'tigiknn keunngnn N egtrn clirunjibknrr
mcnggnttti kerugittrt dimsksud." Kemudian
hal senada juga dinvatakan Pasal 59 ayat 12)

UU Perbendaharera.n Negar.r yang berburrvi
" Bendahnrt, pegmu,ni ttegeri lsulcnn bendnhnrn,
dtnu pejabst lain ynr:g knrentr perbuatntrntlrt
melanggur hukum nt o.tr melalniltn tt lieutaiibt tt

yang dibebanknn kepndanya secortt lartq::urtg
rnerugiknn keunnqan rlegara, ronj i.b ntenggortti
ke.nryirin tersebut."

Belajar dari karsus divestasi sahrm PT
NNT, jika kedepan pemerintah sebeltrm
melakukan penyertaan inodal secara langsung
ke suatu perttsahaan meminta persetuiuan
DPll terlebih dahr-rlu dan jika DPIR. pun
turut serta menyetujui penyertaan modal
tersebut, kemudian setelal-r berjaiannya
wakru perusahaan penerima penyertaan
modal mengalami kegagalan usaha yang
mengakibatkan keuntungan atas penyeltaan
modal tidak diperoleh, siapakah yang harus
bertanggung jawab? Atau jika atas penyertaan
langsung tersebut terjadi kerugian perseroan
sebagaimana di atr-rr dal.arn p ier c in g tlrc c or p or nt e

'o eil P asal 3 ay at (2) Undang-Und ang Nomc''r 40
Tahun 2007 lentang Perseroarn Terbatas sepertt
rnisalnya pemegang saharn perseroan teriibat
dalam perbuatan meiart'an hukum yang
Cilakukan oleh persercan sehingga tet'haCap
pemegang saham perseroan tersebut dikenai
pertanggungjawaban tidak tak terbatas pada
saham yang dimiiiki, lantas seiauh lTtana
pertanggungjarvaban yang harus diberikan
oleh PIP selaku pemegang sah.am? Di sisi
lain, jika atas penyertaan langsung tersebut
PIP memiliki hak untuk menempatkarr
Direksi atau Komisaris kemudian atas
kesalahan daiarr, pembuatan keputusan
yangtelah diambil Direksi atau Komisaris ini
mengakibatkan kerugian Perseroan, lantas
sejauh mana batas pertanggungjawaban
Direksj. atau Komisaris yang diternpatka-n
PIP ini? Dalam hal ini PIP selaku pemegang
saham a[aupun Direksii Komisaris dapat
saja bertanggung jawab sampai tak terbatas
mengingat sumber dana PIP berasal dari
APBN, -keuangan Negara yang tidak
dipisahkan. Pertanyaan selanjutnya adalah
apakahpantas terhadap Kepala PIPyang telah

*[H"1"!"1"!-,,]Al:1,;

bertindak sesuai kaidah pengelolaan jnver'tasr

cl imintai pertanggungjawaban atas ke rtrgian
Negara ini.

KESIMPULAN

Kewenangan iuvcsiasi pernerintah
lnerupakan gagasan kreatif di urana
pcmerintah dapat rnelakukan kegiatarr
investasi dan keuntungan hasii investasi
tersebut dapat men.mbah kas keuangan
negara. Namun, operator investasi yang
beinarna Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
ini ticlak tepat jika terhadapnya cliberikan
beirtuk sebagai Badan Layanan Umuin (BLU)
rnengingat BLU memiliki sernangat sebagai
badan yang mengutamakan pelayanan dan
bersifat non profit oriented. Selain itu pemberian
kewenangan terhadap BLU PIP oleh Mer-rteri
Keuangan berdasar delegasi ternyata tidaklah
memenuhi semua syarat delegasi. Hal
ini berimbas secara teoretis bahwa BLU
PIP tidak dapai melakukan perbuatan
hukum. Selain itu ticlak terpenuhinya semua
per':;varatan deiegasi ini mengakibatkan
sulitrrya menentukan pihak yang wajlb
bertanggung jawab atas risiko investasi PlP. Di
sisi lain, mengingat ketentuan perundangan
yang berlakudi Indonesia tidak rnengenal
prinsip business judqerircnt rule, tentu harus
ciiteniukan secara ielas pihak-pihak yang
'wajib bertanggung jarvab atas risiko investasi
PIP. 'ferlebih, beiajar dari kasus divestasi
saham PT NNT, di mana rencana anggaran
PIP l-,arus s€Ca.rzr ,letail lermuat clalam RAPBN
untuk disetujui DPR, semestinya ke depan
pihak yang beitanggung jarvab_ atas risiko
investasi Fttt tlaa[lah h.anya kepaia PIP.
Hal ini semata dalam hal ini PII'}bukanlah
subjek hukum dan hanva subjek hukumlah
yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Ditinlau dari surnber pendanaan, dana
PIP sebaiknya bersumber dari keuangan
negara yang dipisahkan, sehingga PIP dapat
melakukan kegiatan in.zestasi dengan potensi
risiko yang bisa dindnimalisasi, mengingat
peltanggungjawaban badan yang bersumber
dari keuanginnegara yang dipisahkan adalah
terbatas. Dipat aiiimpuitcln Uanya PIP selaku
operator investasi pemerintah belum memiliki
kbnstruksi hukum yang ielas. Oleh karena itu,
pemerintah perlu s-egeia memberikan bentuk
hukum yanf lelas bagi keberlangsungan PIP.
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